
28 
 

BAB II 

KAJIAN TEORI TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN 

PROSES PENYIDIKAN 

 

A. Tindak Pidana Pencurian. 

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan 

keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. 

Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen 

yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. 

Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar 

keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik.
1
  

Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang 

dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan 

penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu 

negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku 

setiap masyarakat karena hukum itu juga timbul dari suatu kebiasaan masyarakat. 

Karena itu kebutuhan akan hukum berbeda-beda dari setiap masyarakat yang ada.
2
  

I. Pengertian Tindak Pidana  

Istilah Pidana berasal dari bahasa Hindu Jawa yang artinya hukuman, 

nestapa atau sedih hati, dalam bahasa Belanda disebut straf. Dipidana artinya 

dihukum, kepidanaan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat, 

pemidanaan artinya penghukuman. Jadi Hukum Pidana sebagai terjemahan 
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dari bahasa Belanda strafrecht adalah semua aturan yang mempunyai perintah 

dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang 

melanggarnya.
3
 

Sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai tindak pidana, maka 

ada baiknya kita harus terlebih dahulu mengetahui definisi tindak pidana 

menurut para ahli. Berikut ini adalah pengertian tindak pidana menurut 

beberapa ahli : 

1. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas 

Hukum Pidana Di Indonesia memberikan definisi “tindak pidana”atau 

dalam bahasa Belanda strafbaar feit, yang sebenarnya  merupakan istilah 

resmi dalam Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

yang sekarang berlaku di indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu 

delict. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai 

hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak 

pidana.
4
 

2. Sedangkan dalam buku Pelajaran Hukum Pidana karya Drs. Adami 

Chazawi, S.H menyatakan bahwa istilah tindak pidana adalah berasal dari 

istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “strafbaar feit “, 

tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar 
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feit itu. Karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari 

istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keragaman pendapat.
5
 

3. Menurut Pompe, Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran 

norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja 

ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana 

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi 

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. 

4. Menurt Van Hamel, Pengertian Tindak Pidana ialah suatu serangan atau 

suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. 

5. Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan 

melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun 

tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas 

tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan 

sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. 

6. Menurut E.Utrecht, Pengertian Tindak Pidana dengan isilah peristiwa 

pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan 

(handelen atau doen positif) atau suatu melalaikan (natalen-negatif), 

maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau 

melalaikan itu).
6
 

Didalam KUHP, juga didalam Perundang-undangan pidana yang lain, 

Tindak Pidana dirumuskan didalam  pasal-pasal. Perlu diperhatikan bahwa di 
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bidang hukum pidana kepastian hukum atau lex certa merupakan hal yang 

esensial, dan ini telah ditandai oleh asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. 

Untuk benar-benar memahami apa yang dimaksudkan didalam pasal-pasal itu 

masih diperlukan penafsiran.
7
  

Dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana di Negara-negara civil 

law lainnya, tindak pidana umumnya di rumuskan dalam kodifikasi. Namun 

demikian, tidak terdapat ketentuan dalam KUHP maupun peraturan 

perundang-undangan lainnya, yang merinci lebih lanjut mengenai cara 

bagaimana merumuskan suatu tindak pidana.
8
  

Dalam buku  II dan III KUHP Indonesia  terdapat berbagai cara atau 

teknik perumusan perbuatan pidana (delik), yang menguraikan perbuatan 

melawan hukum yang dilarang atau yang diperintahkan untuk dilakukan, dan 

kepada barangsiapa yang melanggarnya atau  tidak menaatinya diancam 

dengan pidana maksimum. Selain unsur-unsur perbuatan yang dilarang dan 

yang diperintahkan untuk dilakukan dicantumkan juga sikap batin yang harus 

dipunyai oleh pembentuk delik agar ia dapat dipidana.  

Teknik yang paling lazim digunakan untuk merumuskan delik menurut 

Jonkers ialah dengan menerangkan atau menguraikannya, misalnya rumusan 

delik menurut pasal 279, 281, 286, 242 KUHP. Cara yang kedua ialah pasal 

undang-undang tertentu menguraikan unsur-unsur perbuatan pidana, lalu 

ditambahkan pula kualifikasi atau sifat dan gelar delik itu, misalnya 

pemalsusan tulisan (pasal 263 KUHP), pencurian (pasal 362 KUHP), 
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penggelapan (pasal 372 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP). Cara yang 

ketiga ialah pasal undang-undang tertentu hanay menyebut kualifikasi (sifat, 

gelar) tanpa uraian unsur-unsur perbuatan lebih lanjut. Uraian unsur-unsur 

delik diserahkan kepada yurisprudensi dan doktrin. Misalnya, perdagangan 

perempuan dan perdagangan laki-laki yang belum cukup umur (minderjarige), 

pengania (pasal 351 KUHP). Kedua pasal tersebut tidak menjelaskan arti 

perbuatan tersebut, menurut teori dan yurisprudensi, penganiayaan diartikan 

sebagai “ menimbulkan nestapa atau derita atau rasa sakit pada orang lain.
9
 

1. 3 Dasar Pembedaan Cara Dalam Merumuskan Tindak Pidana. 

a. Dari Sudut Cara Pencantuman Unsur-Unsur Dan Kualifikasi Tindak 

Pidana, ialah : 

1) Mencantumkan Unsur Pokok, Kualifikasi dan Ancaram Pidana 

Cara pertama ini adalah merupakan cara yang paling 

sempurna. Cara ini diguanakan terutama dalam hal merumuskan 

tindak pidana dalam bentuk pokok/standard, dengan 

mencantumkan unsur-unsur objektif maupun unsur subyektif, 

misalnya pasal: 338 (pembunuhan), 362 (pencurian), 368 

(pemerasan), 372 (penggelapan), 378 (penipuan), 406 (perusakan).  

Dalam hal tindak pidana yang tidak masuk dalam kelompok 

bentuk standard diatas, juga ada tindak pidana lainnya yang 

dirumuskan secara sempurna demikian dengan kualifikasi tertentu, 

misalnya 108 (pemberontakan).  
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Dimaksudkan unsur pokok atau unsur esensiel adalah berupa 

unsur yang membentuk pengertian yuridis dari tindak pidana 

tertentu. Unsur-unsur ini dapat dirinci secara jelas, dan untuk 

menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana tersebut 

dan menjatuhkan pidana, maka semua unsur itu harus dibuktikan 

dalam persidangan. 

2) Mencantumkan Semua Unsur Pokok Tanpa Kualitatif Dan 

Mencantumkan Ancaman Pidana 

Cara inilah yang paling banyak digunakan dalam 

merumuskan tindak pidana dalam KUHP. Tindak pidana yang 

menyebutkan unsur-unsur pokok tanpa menyebut kualitatif, dalam 

praktek kadang-kadang terhadap suatu rumusan diberi kualifikasi 

tertentu, misalnya terhadap tindak pidana pada pasal 242 di beri 

kualifikasi sumpah palsu, stellionat (305), penghasutan (160), 

laporan palsu (220), membuang anak (305), pembunuhan anak 

(341), penggelapan oleh pegawai negri (415).
10

 

3) Mencantumkan Kaulifikasi dan Ancaman Pidana 

Tindak pidana yang dirumuskan dengan cara ini adalah yang 

paling sedikit. Hanya dijumpai pada pasal tertentu saja. Model 

perumusan ini dapat dianggap sebagai perkecualian. Tindak pidana 

yang dirumuskan dengan cara yang sangat singkat ini 

dilatarbelakangi oleh semua ratio tertentu, misalnya pada kejahatan 
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penganiayaan (351). Pasal 351 (1) dirumuskan dengan sangat 

singkat yakni, penganiayaan (mishandeling) diancam dengan 

pidala penjara paling lama dua  tahun delapan bulan atau pidana 

denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

b. Dari Sudut Titik Beratnya Larangan  

Dari sudut titik beratnya larangan maka dapat diberikan pula 

antara merumuskan dengan cara formil (pada tindak pidana formil) 

dan dengan cara materiil (pada tindak pidana materiil). 

1) Dengan Cara Formil 

Perbuatan pidana yang dirumuskan secara formil disebut 

dengan tindak pidana formil (formeel delict). Disebut dengan cara 

formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal 

larangan melakukan perbuatan tertentu. Jadi yang menjadi pokok 

larangan dalam rumusan itu adalah melakukan perbuatan yang 

melawan hukum tertentu. Apabila dengan selesainya tindak pidana, 

maka jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, 

maka tindak pidana itu selesai pula, tanpa bergantung pada akibat 

yang timbul dari perbuatan yang melawan hukum tersebut.
11

 

Misalnya Pasal 362 KUHP merumuskan kelakuan yang dilarang 

yaitu mengambil barang yang seluruhnya atau sebagiannya 

kepunyaan orang lain. Namun kelakuan mengambil saja tidak 

cukup untuk memidana seseorang, diperlukan pula keadaan yang 
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menyertai pengambilan itu “ adanya maksud pengambilan untuk 

memilikinya dengan melawan hukum”.  

Unsur tindak pidana ini dinamakan unsur melawan hukum 

yang subyektif, yaitu kesengajaan pengambilan barang itu 

diarahkan ke perbuatan melawan hukum, sehingga menjadi unsur 

objektif bagi para sarjana hukum yang berpendapat monitis 

terhadap tindak pidana, atau merupakan unsur actus reus, criminal 

act, perbuatan kriminal bagi yang berpendapat dualisasi terhadap 

tindak pidana.
12

 

2) Dengan Cara Materiil 

Tindak pidana yang dirumuskan dengan cara materiil disebut 

dengan tindakan pidan materiil (materieel delict). Perumusan 

perbuatan pidana dengan cara materiil maksudnya ialah perbuatan 

pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang 

ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut, sedangkan wujud dari 

perbuatan pidananya tidak menjadi persoalan. Dan  diancam 

dengan pidana oleh undang-undang. Misalnya pada pasal 338 

(pembunuhan) yang menjadi larangan ialah menimbulkan akibat 

hilangnya nyawa orang lain, sedangkan wujud dari perbuatan 

menghilangkan nyawa (pembunuhan) itu tidaklah menjadi 

persoalan, apakah dengan menembak, meracuni dan sebagainya.  
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Dalam hubungannya dengan selesainya perbuatan pidana, 

maka untuk selesinya perbuatan pidana bukan bergantung pada 

selesainya wujud berbuatan, akan tetapi bergantung pada apakah 

dari wujud perbuatan pidana itu akaibatnya telah timbul apa belum. 

Jika wujud perbuatan telah selesai, namun akibatnya belum timbul, 

maka perbuatan pidana itu belum selesai, yang terjadi adalah 

percobaannya.
13

 

c. Dari Sudut Pembedaan Tindak Pidana Antara Bentuk Pokok, Bentuk 

Yang Lebih Berat Dan Yang Lebih Ringan 

1) Perumusan Dalam Bentuk Pokok 

Jika dilihat dari sudut sistem pengelompokan atau 

pembedaan perbuatan pidana antara bentuk standar (bentuk pokok) 

dengan bentuk yang diperberat dan bentuk yang lebih ringan, juga 

cara merumuskannya dapat dibedakan antara merumuskan 

perbuatan pidana dalam bentuk pokok dan dalam bentuk yeng 

diperberat dan atau yeng lebih ringan.  

Dalam hal bentuk pokok pembentukan undang-undang selalu 

merumuskan secara sempurna, yaitu dengan mencantumkan semua 

unsur-unsurnya secara lengkap. Dengan demikian rumusan bentuk 

pokok ini adalah merupakan pengertian yuridis dari tindak pidana 

itu. Misalnya pasal 338, 362, 378, 369, 406. 
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2) Perumusan Dalam Bentuk Yang Diperingan dan Yang Diperberat 

Rumusan dalm bentuk yang lebih berat dan atau lebih ringan 

dari perbuatan pidana yang bersangkutan, unsur-unsur bentuk 

pokoknya tidak diulang kembali atau dirumuskan kembali, 

melainkan menyebut saja pasal bentuk pokok (misalnya: 364, 373, 

379) atau kualifikasi bentuk pokok (misalnya: 339, 363, 365). 

Kemudian menyebutkan unsur-unsur yang menyebabkan 

diperingan atau diperberatnya perbuatan pidana itu.  

Cara yang demikian dapat diterima, mengingat merumuskan 

perbuatan pidana prinsip penghematan kata-kata (ekonomis) 

namun tegas dan jelas tetap harus dipegang teguh.
14

 

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana 

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu: 

a. Menurut sistem KUHP 

Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 

dikenal kategorisasi tiga jenis peristiwa pidana yaitu : 

1) Kejahatan (crims) 

2) Perbuatan buruk (delict) 

3) Pelanggaran (contravenrions) 

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada 

dalam dua jenis saja yaitu “misdrijf” ( kejahatan) dan “overtreding” 

(pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan syarat-syarat untuk 
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membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan 

semua yang terdapat dalam buku II adalah kejahatan, sedangkan semua 

yang terdapat dalam buku III adalah pelangaran.
15

 

b. Menurut cara merumuskannya.  

Tindak pidana dibedakan anatara tindak pidana formil (formeel 

delicten) dan tindak pidana materiil (materieel delicten).  

Tindak pidana formil itu adalah tindak pidana yang 

perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik 

tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum 

dalam rumusan delik.    Misal : penghasutan (pasal 160 KUHP), di 

muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau 

penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia 

(pasal 156 KUHP); penyuapan (pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu 

(pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (pasal 263 KUHP); pencurian 

(pasal 362 KUHP).  

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya 

dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki  (dilarang). 

tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu 

telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. 

Misal : pembakaran (pasal 187 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP), 

pembunuhan (pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan materiil 

tidak tajam misalnya pasal 362. 
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c. Berdasarkan bentuk kesalahannya.  

Dibedakan antara tindak pidana sengaja (doleus delicten) dan 

tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten).
16

 

Tindak pidana sengaja (doleus delicten) adalah tindak pidana 

yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur 

kesengajaan. Sementara itu tindak pidana tidak sengaja (culpose 

delicten) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung 

unsur kealpaan yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-

hati, dan tidak karena kesengajaan. 

Contohnya: 

1) Delik kesengajaan: 362 (maksud), 338 (sengaja), 480 (yang 

diketahui) dll 

2) Delik culpa: 334 (karena kealpaannya), 359 (karna kesalahannya). 

3) Gabungan (ganda): 418, 480 dll 

d. Berdasarkan macam perbuatannya.  

Dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga 

disebut tindak pidana komisi (delicta commissionis) dan tindak pidana 

pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (delicta omissionis).  

Tindak pidana aktif (delicta commisionis) adalah tindak pidana 

yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif 

(disebut perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan 

disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. 
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Perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan 

secara formil maupun materiil. Sebagian besar tindak pidana yang 

dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.  

Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif, 

ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan 

seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang 

apabila tidak dilakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggara 

kewajiban hukumnya. Di sini ia telah melakukan tindak pidana pasif. 

Tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana pengabaian suatau 

kewajiban hukum. Misalnya pada pembunuhan 338 (sebenarnya tindak 

pidana aktif), tetapi jika akibat matinya itu di sebabkan karna 

seseorang tidak berbuat sesuai kewajiban hukumnya harus ia perbuat 

dan karenanya menimbulkan kematian, seperti seorang ibu tidak 

mnyusui anaknya agar mati, peruatan ini melanggar pasal 338 dengan 

seccara perbuatan pasif. 

Contohnya: 

1) Delik Aktif:  338, 351, 353, 362 dll. 

2) Delik Pasif:  224, 304, 338 (pada ibu menyusui), 522.  

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya.  

Maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan 

tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama / 

berlangsung terus.
17
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Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut 

juga dengan aflopende delicten. Misalnya pencurian (362), jika 

perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai 

secara sempurna.  

Sebaliknya, tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama 

disebut juga dengan voortderende delicten. Seperti pasal (333), 

perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama, 

dan akan terhenti setelah korban dibebaskan/terbebaskan. 

Contohnya: 

1) Delik terjadi seketika: 362,338 dll. 

2) Delik berlangsung terus: 329, 330, 331, 333 dll. 

f. Berdasarkan sumbernya.  

Dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana 

khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat 

dilakukan oleh setiap orang sedangkan yang dimaksud dengan tindak 

pidana khusus adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh 

orang-orang tertentu. Contoh tindak pidana khusus adalah dalam Titel 

XXVIII Buku II KUHP : kejahatan dalam jabatan yang hanya dapat 

dilakukan oleh pegawai negeri. 

Contohnya: 

1) Delik umum: KUHP. 

2) Delik khusus: UU No. 31 th 1999 tentang tindak pidana korupsi, 

UU No. 5 th 1997 tentang psikotropika, dll. 
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g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya.  

Dapat dibedakan antara tindak pidana communia (delicta 

communia) yang dapat dilakukan siapa saja dan tindak (pidana propia) 

dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi 

tertentu.
18

 

Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana itu dapat 

dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua 

orang (delictacommunia ) dan tindak pidana yang hanya dapat 

dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (delicta propria).  

Pada umumnya, itu dibentuk untuk berlaku kepada semua 

orang. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat 

dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas tertentu saja. 

Contohnya:   

1) Delik communia: pembunuhan (338), penganiayaan (351), dll. 

2) Delik propria: pegawai negri (pada kejahatan jabatan), nakhoda 

(pada kejahatan pelayaran) dll. 

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan.  

Maka dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) 

dan tindak pidana aduan ( klacht delicten).
19

 

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk 

dilakukannya penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari 

yang berhak. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk 

                                                           
       31)

Ibid, hlm. 127 

       32)
Ibid, hlm. 128 
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dilakukannya penuntutan pidana  disyaratkan adanya aduan dari yang 

berhak.  

Contohnya:  

1) Delik biasa: pembunuhan (338) dll.  

2) Delik aduan: pencemaran (310), fitnah (311), dll. 

i. Berdasarkan berat dan ringannya pidana yang diancamkan.  

Maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok 

(eenvoudige delicten) tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde 

delicten) dan tindak pidana yang diperingan (gepriviligieerde delicten).  

Tindak pidana yang ada pemberatannya, misalnya : 

penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (pasal 

351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dsb. (pasal 

363). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan 

dalam keadaan tertentu, misal : pembunuhan kanak-kanak (pasal 341 

KUHP). Delik ini disebut “geprivelegeerd delict”. Delik sederhana; 

misal : penganiayaan (pasal 351 KUHP), pencurian (pasal 362 KUHP). 

j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi.  

Maka tindak pidana terbatas macamnya bergantung dari 

kepentingan hukum yang dilindungi seperti tindak pidana terhadap 

nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsusan, 

tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain 

sebagainya. 
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k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, 

dibedakan antara tindak pidana tunggal (enklevoudige delicten) dan 

tindak pidana berangkai (samengestelde delicten).  

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang terdiri atas 

satu perbuatan yang hanya dilakukan sekali saja. Contoh Pasal 480 

KUHP (Penadahan). Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana 

bersusun adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan. Contohnya 

adalah dalam Pasal 481 KUHP : kebiasaan menyimpan barang-barang 

curian, contoh ini juga disebut gewoonte delicten (delik kebiasaan) 

yang mungkin atau biasa dilakukan oleh tukang rombengan/loak.
20

 

Setiap tindak kriminal di samping memunculkan pelaku juga akan 

menimbulkan korban. Korban itu dapat berupa pelaku kriminal, maupun korban 

yang timbul akibat dari tindak kriminal yang dilakukan oleh orang lain. Dalam 

menegakkan hukum dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban yang 

dilakukan secara bersama-sama antara kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, 

adalah merupakan suatu rangkaian yang cukup panjang dan juga membutuhkan 

sebuah kordinasi antar instansi penegak hukum tersebut dalam menangani sebuah 

perkara tindak pidana.  

Dalam sistem penegakan hukum terpadu berdasarkan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana yang kita miliki selama ini menganut asas division 

of function atau sistem kompartemen, yang memisahkan secara tegas tugas dan 

kewenangan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta 

                                                           
       33)

Ibid, hlm. 130 
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pelaksanaan putusan dan penetapan pengadilan yang terintegrasi, menuju kepada 

sistem peradilan pidana yang terpadu (integrated criminal justice system).
21

  

Oleh sebab itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peran kepada Polri 

untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara 

umum dan tanpa batasan lingkungan kekuasaan sepanjang masih termasuk dalam 

lingkup hukum publik. Sehingga pada dasarnya Polri oleh Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan 

penyidikan terhadap semua tindak pidana.  

II. Pencurian 

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata curi yang 

mendapat awalan pe- dan akhiran – an. Kata curi sendiri artinya mengambil 

milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-

sembunyi.
22

 Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang 

lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.
23

 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah 

mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan 

sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan.  

Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap 

kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam buku II KUHP 

telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-

                                                           
       

34)
Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksistensialisme dan 

Abilisionisme, Cet II revisi, Bina Cipta, Bandung, 1996,  hal 9-10. 
       

35)
Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, 

hlm. 225.  

       
36)

Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 85.   
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unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur 

subyektif. Unsur obyektif dapat berupa; unsur perbuatan materiil, unsur benda 

atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk 

melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif 

dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum. 

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya 

dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam 

bentuk pokoknya yang berbunyi: “barang siapa mengambil suatu benda yang 

seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki 

secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara 

paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,-“ 

Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur 

objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan 

yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya 

milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan 

untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).  

Unsur-Unsur Pencurian  

1. Unsur-Unsur Objektif  

a. Unsur perbuatan mengambil (wegnemen)  

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan 

“mengambil” barang. Kata “mengambil” (wegnemen) dalam arti 
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sempit terbatas pada menggerakan tangan dan jari-jari, memegang 

barangnnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.
24

 

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini 

menunjukan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. 

Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materill, yang 

dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya 

menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, 

menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan 

memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur 

pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan 

pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam 

kekuasaannya.  

Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan 

sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa 

benda tersebut ke dalam kekuasaanya secara nyata dan mutlak.  

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata 

adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang 

artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu 

perbuatan pencurian yang sempurna.  

b. Unsur benda  

Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam Memorie 

van toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP 

                                                           
       

37)
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adalah terbatas pada benda-benda bergerak (roerend goed). Benda-

benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah 

terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak 

adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan 

unsur perbuatan mengambil.  

Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat 

berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdata). 

Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena 

sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian 

lawan dari benda bergerak. 

c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain  

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup 

sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. 

Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, 

yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan 

tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam 

kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang 

terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).  

2. Unsur-Unsur Subjektif   

a. Maksud untuk memiliki  

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur 

pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als 

oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur 
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memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu 

sama lain.  

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu 

harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah 

yang menunjukan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian 

memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang 

dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat 

mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan 

kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) 

saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki 

bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila 

dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan 

perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu 

kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai 

miliknya. 

b. Melawan hukum  

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana 

pencurian yaitu : 

“Maksud memiliki dengan melawan hukum atau 

maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, 

artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan 

mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar 

memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan 

dengan hukum”. 

  

Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan 

ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai 
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dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur 

kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, 

berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada 

dibelakangnya.  

Pendapat-pendapat diatas diambil dari teori-teori di bawah ini;  

1) Teori kontrektasi (contrectatie theorie), teori ini mengatakan 

bahwa untuk adanya suatu perbuatan “mengambil” disyaratkan 

dengan sentuhan fisik, yakni pelaku telah memindahkan benda 

yang bersangkutan dari tempatnya semula.  

2) Teori ablasi (ablatie theorie), menurut teori ini untuk selesainya 

perbuatan “mengambil” itu disyaratkan benda yang bersangkutan 

harus telah diamankan oleh pelaku.  

3) Teori aprehensi (apprehensie theorie), berdasdarkan teori ini 

adanya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan bahwa pelaku 

harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam 

penguasaannya yang nyata.
25

 

Oleh sebab itu, berdasarkan keterangan diatas maka jelas kita ketahui 

bahwa pencurian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat 

merugikan pihak tertentu, dan dalam mengungkap suatu tindak pidana 

pencurian, aparat penegak hukum perlu melakukan beberapa tindakan yaitu 

seperti penyelidikan dan penyidikan. 

 

                                                           
       38)

Lamintang dan Siromangkir, C.  Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap 

Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, Tarsito, Bandung, 1979, hlm 15. 



51 
 

B. Penyidikan 

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana 

atau bekerjanya mekanisme Sistem Peradilan Pidana. Penyidikan merupakan 

kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (vooronderzoek) yang seyogyanya di 

titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” 

penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan 

penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di 

duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.
26

  

Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan 

strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana 

selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan 

Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan 

kemudahan bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam 

memeriksa dan mengadili di persidangan.
27

 

1. Definisi Penyelidikan Berdasarkan Undang-Undang 

Akan tetapi sebelum diadakannya penyidikan maka harus terlebih 

dahulu diadakan penyelidikan. Untuk lebih jelasnya maka berikut ini adalah 

pengertian penyelidikan  menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia :  

a. Pasal 1 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan 

bahwa, “ Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk 

mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak 

                                                           
       39)

Ali Wisnubroto, Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana), PT. 

Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002, hlm 15 
       40)

Zulkarnaen Koto, Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana, Jurnal 

Studi Kepolisian, STIK, Jakarta, 2011, hlm 150 



52 
 

pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.  

b. Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan,  

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang 

diatur dalam undang-undang”. 

c. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian 

Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar 

Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana 

menyebutkan bahwa, “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan 

penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga 

sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan 

penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”. 

d. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian 

Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar 

Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana 

menyebutkan bahwa, “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan 

penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga 

sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan 

penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.  
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2. Definisi Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang 

a. Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

menyebutkan bahwa, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik 

dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk 

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.  

b. Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa,  

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 

cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. 

c. Pasal 1 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian 

Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar 

Operasional Prosedur Pengorganisasian menyebutkan bahwa, “Penyidikan 

adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang 

diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti 

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi 

dan guna menemukan tersangkanya”. 

d. Pasal 1 ayat (5) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian 

Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar 

Operasional Prosedur Pengorganisasian menyebutkan bahwa, “Penyidikan 

adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang 
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diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti 

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi 

dan guna menemukan tersangkanya”. 

Maka dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

penyidikan merupakan upaya paksa yang meliputi kegiatan untuk melakukan 

pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Dalam hal ini, 

berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 

yang di maksud sebagai penyidik adalah : 

1. pejabat polisi negara Republik Indonesia;  

2. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 

undang-undang. 

Penyidikan merupakan suatu rangkaian kegiatan penindakan/upaya 

paksa, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam hal 

ini mulai dari proses pembuatan laporan polisi, penyelidikan, pemanggilan, 

penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, 

pemberkasan, hingga penyerahan berkas perkara dan tersangka serta barang 

bukti (P-21), sehingga tindakan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik 

pembantu dalam setiap upaya atau langkah tindakannya dapat berjalan efektif 

dan efisien dalam rangka penegakan hukum.  

Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan 

adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya 

paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang 
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suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana.
28

 Dalam bahasa 

Belanda penyidikan disejajarkan dengan pengertian opsporing.  

Menurut Pinto :  

Menyidik (opsporing) berarti pemeriksaan permulaan oleh 

pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang 

segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar 

yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran 

hukum.
29

 

  

Istilah lain yang dipakai untuk menyebut istilah penyidikan adalah 

mencari kejahatan dan pelanggaran yang merupakan aksi atau tindakan 

pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, dilakukan 

setelah diketahuinya akan terjadi atau di duga terjadinya suatu tindak pidana. 

Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh 

penyidik jika terjadi atau jika ada persangkaan telah terjadi suatu tindak 

pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan kejahatan atau pelanggaran 

maka harus di usahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, 

benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana dan jika benar demikian 

siapakah pelakunya.
30

  

Penyidikan itu dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-

bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan walaupun 

sifatnya masih sementara kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya 

terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa 

tersangkanya. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya 
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untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menetukan dapat atau tidaknya 

suatu tindakan atau perbuatan itu dilakukan penuntutan.  

Secara konkrit tindakan itu disebut penyidikan dan dapat diperinci  

sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan 

tentang :
31

 

1. Tindak pidana apa yang telah dilakukan,  

2. Kapan tindak pidana itu dilakukan,  

3. Di mana tindak pidana itu dilakukan, 

4. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan,  

5. Bagaimana tindak tidana itu dilakukan, 

6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan dan,                 

7. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu.  

Rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama 

hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri, mulai dari pemanggilan, 

pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain 

yang diatur dalam ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku 

hingga proses penyidikan itu dinyatakan selesai.
32

 

3. Proses Penyidikan Oleh Polri Berdasarkan Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana  

Penyidikan mulai dapat di laksanakan sejak dikeluarkannya Surat 

Perintah Dimulainya Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang 

berwenang dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima 

                                                           
       44)

Ibid, hlm 9 
       45)

Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif, 

Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 116 
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laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Maka berdasarkan 

surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya 

dengan menggunakan taktik dan teknik penyidikan berdasarkan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar penyidikan dapat berjalan dengan 

lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah 

dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus sesegera mungkin 

memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.
33

  

Karena kewajibanya tersebut maka penyidik mempunyai wewenang 

seperti yang diuraikan di dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana sebagai berikut :  

Pasal 7 

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena  

kewajibannya mempunyai wewenang: 

a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak 

pidana;  

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;  

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengena 

diri tersangka;  

d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;  

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;  

f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;  

                                                           
       46)

Ibid, hlm 117 
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g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi;  

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

dengan pemeriksaan perkara;  

i. mengadakan penghentian penyidikan;  

j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses 

penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut :  

a. Penangkapan  

Pasal 1 ayat (20) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

menjelaskan bahwa , “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik 

berupa pengekangan sementara  waktu kebebasan tersangka atau 

terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau 

penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 

undang-undang ini”.  

Sedangkan Pasal 16 dan Pasal 17  Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana menjelaskan mengenai tujuan penangkapan adalah sebagai 

berikut : 

Pasal 16 

(1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik 

berwenang melakukan penangkapan.  
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(2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu 

berwenang melakukan penangkapan. 

Pasal 17  

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras 

melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. 

b. Penggeledahan  

Di dalam Pasal 1 ayat (17) Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana mengatakan bahwa, “ Penggeledahan rumah adalah tindakan 

penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup 

lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan 

atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini”. 

Adapun tujuan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik adalah 

untuk mendapatkan barang bukti sehubungan dengan adanya tindak 

pidana. Oleh sebab itu dalam Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana menjelaskan mengenai tujuan  dilakukanya penggeledahan 

adalah sebagai berikut : 

Pasal 32 

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan 

rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut 

tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini. 
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c. Penyitaan  

Pengertian penyitaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 

(16) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa, 

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih 

dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak 

bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian 

dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”. 

Dalam pelaksanaan penyitaan yang dilakukan guna kepentingan 

acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh 

Undang-undang yaitu adanya suatu pembatasan-pembatasan dalam 

penyitaan, antara lain keharusan adanya izin ketua Pengadilan Negeri 

setempat. Namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak 

bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk 

mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan 

penyitaan hanya atas  benda bergerak, dan untuk itu wajib segera 

melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapat 

persetujuannya.
34

 

d. Penahanan  

Pasal 1 ayat (21) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

mengatakan bahwa, “ Penahanan adalah penempatan tersangka atau 

terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau 

                                                           
       

47)
Andi Hamzah, op cit, hlm 145 
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hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang ini”. 

Sementara itu, dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana menjelaskan mengenai kegunaan dilakukannya 

penahanan adalah sebagai berikut :  

“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap 

seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak 

pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang 

menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan 

melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau 

mengulangi tindak pidana”. 

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan 

bergerak seseorang. Jadi disini terdapat pertentangan antara dua asas yaitu 

hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus 

dihormati disatu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak 

yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari 

perbuatan jahat tersangka.
35

 

e. Penyerahan Berkas Perkara ke Kejaksaan  

Jika penyidik telah selesai  melakukan penyidikan, maka penyidik 

wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Hal 

tersebut diatur didalam Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana yang mengatakan bahwa, “Penyelesaian dan penyerahan berkas 

                                                           
       

48)
Andi Hamzah, op cit, hlm 127 
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perkara terdiri dari dua tahap dimana pada tahap pertama penyidik 

menyerahkan berkas perkara, apabila telah dianggap lengkap maka 

penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. 

Kegiatan ini merupakan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang 

dilakukan oleh penyidik”. 

Setelah diselesaikannya proses penyidikan maka penyidik 

menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada penuntut 

umum, dimana penuntut umum nantinya akan memeriksa kelengkapan 

berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau belum. Bila belum, 

maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk 

dilengkapi untuk dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk 

penuntut umum dan bila telah lengkap maka dapat dilihat dalam waktu 

empat belas hari. Jika penuntut umum tidak mengembalikan berkas 

pemeriksaan atau penuntut umum telah memberitahu bahwa berkas 

tesebut lengkap sebelum waktu empat belas hari maka dapat di lanjutkan 

prosesnya ke persidangan.  

Keseluruhan proses penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik 

Polri tersebut kemudian akan dilanjutkan oleh Kejaksaan dalam hal 

mempersiapkan penuntutan yang akan diajukan dalam sidang pengadilan 

dan selanjutnya penjatuhan vonis kepada terdakwa yang kesemuanya itu 

berlangsung dalam suatu sistem peradilan pidana dalam rangka 

penegakan hukum pidana. 
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4. Proses Penyidikan Berdasarkan Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2012 

Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.  

Didalam menjalankan tugasnya sebagai garis awal dalam sebuah proses 

Peradilan Pidana, Polri juga dibekali dengan beberapa peraturan-peraturan 

tertentu mengenai proses penyelidikan dan penyidikan. Seperti halnya di 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidikan juga 

dijelaskan kembali didalam Pasal 1 ayat (9) Peraturan Kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen 

Penyidikan Tindak Pidana sebagai berikut : 

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang 

diatur dalam undang-undang. 

Penyidikan juga diuraikan kembali didalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang 

Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai berikut :  

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 

cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan 

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang 

terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.  

Selain itu, di dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan 

Tindak Pidana dijelaskan lebih rinci lagi bahwa, “Manajemen Penyidikan 
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adalah serangkaian kegiatan penyidikan yang meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian”.  

Didalam Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak 

Pidana dijelaskan bahwa : 

(1) Kegiatan penyelidikan dilakukan: 

a. sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan; dan 

b. sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyidikan. 

(2) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

dilakukan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana. 

(3) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,  

merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan 

untuk: 

a. menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau 

bukan;  

b. membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; 

dan  

c. dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa. 

Didalam Pasal 17 ayat (1 dan 2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan 

Tindak Pidana dijelaskan langkah-langkah yang harus diambil oleh pihak 

penyidik adalah sebagai berikut :  

Pasal 17 
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(1) Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana 

penyidikan.  

(2) Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada 

atasan penyidik secara berjenjang sekurang-kurangnya memuat: 

a. jumlah dan identitas penyidik;  

b. sasaran/target penyidikan;  

c. kegiatan yang akan dilakukan sesuai tahap penyidikan;  

d. karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik;  

e. waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara;  

f. kebutuhan anggaran penyidikan; dan  

g. kelengkapan administrasi penyidikan. 

Didalam Pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak 

Pidana dijelaskan kembali hal-hal apa saja yang dilakukan dalam proses 

peyelidikan.  

Pasal 24 

Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan 

melalui kegiatan: 

a. pengolahan TKP: 

1. mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, 

identitas tersangka, dan Saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan 

selanjutnya;  
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2. mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti; 

dan  

3. memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi; 

b. pengamatan (observasi): 

1. melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan 

tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan; dan  

2. mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada 

berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya; 

c. wawancara (interview): 

1. mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik 

wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan  

2. mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari 

jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, 

bagaimana, dan bilamana; 

d. pembuntutan (surveillance): 

1. mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau 

orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana;  

2. mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku 

tindak pidana; dan  

3. mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil 

kejahatan;  

e. pelacakan (tracking): 
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1. mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan 

menggunakan teknologi informasi;  

2. melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan Interpol, 

kementerian/lembaga/badan/komisi/instansi terkait; dan  

3. melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan; 

f. penyamaran (undercover): 

1. menyusup ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya 

untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi;  

2. menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari 

kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak 

pidana; dan  

3. khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran 

sebagai calon pembeli (undercover buy), penyamaran untuk dapat 

melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu 

(controlled delivery), penyamaran disertai penindakan/pemberantasan 

(raid planning execution); 

g. penelitian dan analisis dokumen, yang dilakukan terhadap kasus-kasus 

tertentu dengan cara: 

1. mengkompulir dokumen yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana; 

dan  

2. meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun 

anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya. 
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Setelah diadakannya penyelidikan, maka langkah berikutnya adalah 

melakukan penyidikan. Akan tetapi, dalam mengambil langkah-langkah 

penyidikan tersebut, perlu diketahui dasar dilakukannya sebuah penyidikan 

adalah seperti yang diuraikan didalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen 

Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan bahwa : 

Pasal 4 

Dasar dilakukan Penyidikan: 

a. laporan polisi/pengaduan; 

b. surat perintah tugas; 

c. laporan hasil penyelidikan (LHP); 

d. surat perintah penyidikan; dan 

e. SPDP. 

Tahap-tahap dalam penyidikan diuraikan didalam Pasal 15 dan 17 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu : 

Pasal 15 

Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi: 

a. penyelidikan; 

b. pengiriman SPDP; 

c. upaya paksa; 

d. pemeriksaan; 

e. gelar perkara; 
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f. penyelesaian berkas perkara; 

g. penyerahan berkas perkara ke penuntut umum; 

h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan 

i. penghentian Penyidikan. 

Dalam hal melakukan penyidikan, maka penyidikan dilakukan 

berdasarkan Laporan Polisi seperti yang diuraikan didalam Pasal 14 ayat (1-3) 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. 

(1) Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan 

surat perintah penyidikan.  

(2) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima Sentra 

Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau Siaga Bareskrim Polri dibuat 

dalam bentuk Laporan Polisi Model A atau Laporan Polisi Model B.  

(3) Setelah Laporan Polisi dibuat, penyidik/penyidik pembantu yang bertugas 

di SPKT atau Siaga Bareskrim Polri segera menindaklanjuti dengan 

melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara 

pemeriksaan saksi pelapor. 

C. Hak-Hak Korban Untuk Mendapatkan Informasi.  

I. Sejarah Viktimologi 

Viktimologi berasal dari kata victima (bahasa latin) yang berarti korban dan 

logos yang berarti ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu viktimologi adalah ilmu 

pengetahuan yang mempelajari tentang korban.  

Dalam sejarah hukum Hamurabi, perhatiannya lebih terfokus pada 

masalah aspek penologis dari hukum pidana, yakni bagaimana supaya pelaku 
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tindak pidana dapat dihukum sesuai dengan tindak pidana yang terbukti 

dilakukannya, akibatnya masalah-masalah mengenai korban terluput dari 

perhatian. Dalam hukum Hamurabi, hubungan antara korban dengan pelaku 

beserta keluarganya sangat dominan dalam proses penyelenggaraan hukuman 

balas dendam. Pelaksanaan hukum Hamurabi kemudian mengahadapi kendala 

manakala si pelaku atau keluarganya mempunyai kedudukan tinggi dan 

berkekuatan mempertahankan diri, maka pembalasan dendam tidak berjalan 

atau malahan berubah menjadi perlawanan oleh pelaku terhadap si korban. 

Disini kedudukan korban menjadi tidak mendapat perlindungan hukum dan 

keadilan yang semestinya.  

Selama beberapa abad, pengertian korban menjadi berubah dan memiliki 

makna yang lebih luas. Ketika viktimologi pertama kali ditemukan yaitu pada 

tahun 1940-an, para ahli viktimologi seperti Mendelshon, Von Hentig dan 

Wolfgang cenderung mengartikan korban berdasarkan text book dan kamus 

yaitu ”orang lemah yang membuat dirinya sendiri menjadi korban”. 

Pemahaman seperti itu ditentang habis-habisan oleh kaum feminist sekitar 

tahun 1980-an, dan kemudian mengubah pengertian korban yaitu “setiap 

orang yang terperangkap dalam suatu hubungan atau situasi yang asimetris. 

Asimetris disini yaitu segala sesuatu yang tidak imbang, bersifat ekploitasi, 

parasitis (mencari keuntungan untuk pihak tertentu), merusak, membuat orang 

menjadi terasing, dan menimbulkan penderitaan yang panjang”.  

Pada dasarnya korban adalah orang, baik individu, kelompok ataupun 

masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung sebagai 
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akibat dari kejahatan subyek lain. Bila hendak membicarakan mengenai 

korban, maka seyogyanya dilihat kembali pada budaya dan peradaban Ibrani 

kuno. Dalam peradaban tersebut, asal mula pengertian korban merujuk pada 

pengertian pengorbanan atau yang dikorbankan yaitu, ”mengorbankan 

seseorang atau binatang untuk pemujaan atau hirarki kekuasaan”.   

Berbicara mengenai korban dalam suatu tindak pidana dalam sistim 

hukum nasional di Indonesia, posisinya sangatlah tidak menguntungkan. 

Karena korban tersebut dalam Sistim Peradilan Pidana, hanya sebagai figuran, 

bukan sebagai pemeran utama atau hanya sebagai saksi (korban). Seharusnya 

korban tidak saja dipahami sebagai obyek dari suatu kejahatan tetapi juga 

harus dipahami sebagai subyek yang perlu mendapat perlindungan secara 

sosial dan hukum.  

Istilah korban pada saat itu merujuk pada pengertian “setiap orang, 

kelompok, atau apapun yang mengalami luka-luka, kerugian, atau penderitaan 

akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum. Penderitaan tersebut bisa 

berbentuk fisik, psikologi maupun ekonomi. Di dalam Kamus Umum Bahasa 

Indonesia menyebutkan kata korban mempunyai pengertian sebagai berikut : ” 

korban adalah orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu 

dan sebagainya) sendiri atau orang lain”.  

1. Definisi Korban Menurut Para Ahli Dan Undang-undang Yang 

Berlaku Di Indonesia 

Sebelum kita berbicara lebih jauh lagi mengenai viktimologi, maka ada 

baiknya kita mengetahui apa-apa saja definisi viktimologi. Berikut ini adalah 
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pengertian korban menurut para ahli, undang-undang, maupun konvensi-

konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan : 

a. Arief Gosita 

Menurutnya, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan 

rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan 

kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan 

kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.
36

 

b. Ralph De Sola 

Korban (victim) adalah “person who has incured mental or physical 

suffring, loss of property or death resulting from an actual or attemp 

ted criminal offence committed by another.
37

  

c. Cohen  

Korban (victim) adalah “whose pain and suffering have been made 

neglected by the state while it spends immense resources tu hunt down 

and punish the offender who responsible for that pain and suffering.
38

  

d. Z.P. Separovic 

Korban (victim) adalah “ the person who are threatended, injured or 

destroyed by an actor or omission of another (mean, structure, 

organitation, or institution) and consequently; a vic tim would be 

anyone who has suffered from or been threatened by a punishable act 

(not only criminal act but also other punishable acts as misdemeanors, 

                                                           
       49)

 Arief Gosita, op.cit, hlm 63. 

       
50)

 Ralph de sola, Crime Dictiniory , Facts On File Publication, New York, 1998, hlm.188 

       
51)

 Cohen dalam Romli Atmasasmita, Masalah Santunan Korban Kejahatan, BPHN, Jakarta, 

hlm. 9. 
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economic offences, non fulfillment of work duties) or an accidents. 

Suffering may be caused by another man or another stucture, where 

people are also involved”.
39

 

e. Muladi 

Korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara individual 

maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik 

atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan subtansial terhadap 

hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang 

melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk 

penyalahgunaan kekuasaan.
40

 

f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban menyebutkan :  

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, 

dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak 

pidana”.  

g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa : 

“Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman 

kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.  

h. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran 

Dan Rekonsiliasi menyebutkan : 

                                                           
       

52)
 Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, op. cit, hlm 98 

       
53)

 Muladi, op.cit, hlm,108 
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“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang 

mengalami penderitaan baik  fisik, mental, maupun emosional, 

kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau 

perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak 

asasi  manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya”.  

i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 

tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi 

Dan Korban menyebutkan :  

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, 

dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak 

pidana”. 

j. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara 

Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak 

Asasi Manusia Yang Berat menyebutkan : 

“Korban adalah orang perorangan atau kelompok orang yang 

mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia 

yang berat memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, 

gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun”.  

k. Deklarasi PBB dalam The Declaration of Basic Pribciples of Justice 

for victims of Crime and Abuse of Power 1985 

Korban (victims) means person who, individually or collectively, have 

suffered harm, including physical or mental injury, emotional 

suffering, economic loss or substantial impairment of their 
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fundamental rights, throgh acts or omission of criminal laws operative 

within Members States, including those laws  proscribing criminal 

abuse of power”.... through acts or omissions that do not yet constitute 

violations of national criminal laws but of internationally recognized 

norms relating to human rights. 

Dengan mengacu pada pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa 

korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang 

secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang 

menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan, lebih 

luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung 

dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu 

korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah fiktimisasi.  

2. Tipologi Kejahatan 

Pentingnya pengertian korban diberikan dalam pembahasan ini 

adalah untuk sekedar membantu dalam menetukan secara jelas batas-batas 

yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara 

pandang. Untuk itu berikut ini akan dijelaskan lebih jauh lagi mengenai 

Tipilogi kejahatan yang mana dimensinya dapat ditinjau dari dua 

perspektif, yaitu : 

a. Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya 

kejahatan. Melalui kajian perspektif ini, maka Ezzat Abdel Fattah 

menyebutkan beberapa tipilogi korban, yaitu : 
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a) Nonparticipating victims adalah mereka yang 

menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut 

berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.  

b) Latent or predisposed victims adalah mereka yang mempunyai 

karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.  

c) Provocative victims adalah mereka yang menimbulkan kejahatan 

atau pemicu kejahatan.  

d) Particapcing victims adalah mereka yang tidak menyadari atau 

memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi 

korban.  

e) False victims adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya 

sendiri. 

b. Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka 

Stepen Schafer mengemukakan tipilogi korban menjadi tujuh bentuk 

yaitu : 

a) Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan 

si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, 

dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.  

b) Proactive victims merupakan korban yang disebabkan peranan 

korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek 

tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara 

bersama-sama.  
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c) Participacing victims hakikatnya perbuatan korban tidak disadari 

dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, 

mengambil uang di bank dalam jumlah besar yan tanpa 

pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga 

mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini 

pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.  

d) Biologically weak victim adalah kejahatan disebabkan adanya 

keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut 

usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari 

pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah 

setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban 

yang tidak berdaya.  

e) Socially weak victims adalah korban yang tidak diperhatikan oleh 

masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan 

sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara 

penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.  

f) Self victimizing victims adalah koran kejahatan yang dilakukan 

sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu 

pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban 

sekaligus sebagai pelaku kejahatan.  
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g) Political victims adalah korban karena lawan polotiknya. Secara 

sosiologis, korban ini tidak dapat dipertnggungjawabkan kecuali 

adanya perubahan konstelasi politik.
41

 

3. Pengelompokan Korban 

Selain pengelompokan diatas, masih ada pengelompokan korban menurut 

Sellin dan Wolfgang, yaitu sebagai berikut : 

a. Primary victimization, yaitu korban berupa individu perorangan 

(bukan kelompok).  

b. Secondary victimization, yaitu korban kelompok, misalnya badan 

hukum.  

c. Tertiary victimization, yaitu korban masyarakat luas.  

d. No victimiazation, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, misalnya 

konsumen yang tertipu dalam menggunakan produksi. 

4. Hak-Hak Korban Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) 

Pasal-pasal yang mengatur hak-hak korban tindak pidana di dalam 

KUHAP yaitu : 

a. Hak menuntut penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam 

perkara pidana (Pasal 98-101 KUHAP). 

b. Hak atas pengembalian barang milik korban yang disita (Pasal 46 ayat 

(1) KUHAP). 

c. Hak pengajuan laporan atau pengaduan (Pasal 108 ayat (1) KUHAP). 

                                                           
       

54)
Ibid, hlm 123-125 
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d. Hak mengajukan upaya hukum banding (Pasal 233 dan Kasasi Pasal 

244 KUHAP). 

e. Hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168 KUHAP). 

f. Hak untuk didampingi juru bahasa (Pasal 177 ayat (1) KUHAP). 

g. Hak untuk didampingi penerjemah (Pasal 178 ayat (1) KUHAP). 

h. Hak untuk mendapatkan penggantian biaya sebagai saksi (Pasal 229 

ayat (1) KUHAP). 

Di dalam Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga 

berbicara mengenai hak korban yang selengkapnya berbunyi demikian : 

 “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian 

penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut 

umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan 

negeri dengan menyebutkan alasannya.”  

5. Hak-Hak Korban Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku Di 

Indonesia 

Selain KUHAP, hak-hak korban juga diakomodir di dalam undang-

undang yang berlaku di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut :  

a. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum 

yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat 

(1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen ke 

IV). 
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b. Hak untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus (Pasal 

5 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi Dan Korban).  

Dalam hal menjamin transparansi sebuah penyidikan tindak 

pidana, maka korban selaku pihak yang paling dirugikan berhak 

mendapatkan dan mengetahui informasi mengenai perkembangan 

kasus yang menimpa dirinya. Dengan adanya transparansi 

perkembangan kasus tersebut, maka diharapkan dapat memberikan 

rasa aman kepada korban mengenai perkembangan kasus yang sedang 

ditindaklanjuti. Bukan hanya korban, tetapi tersangka juga wajib 

mengetahui perkembangan kasus yang sedang dijalaninya. 

Pemberitahuan perkembangan kasus kepada tersangka bisa diwakilkan 

kepada keluarga tersangka.  

c. Hak untuk mendapatkan bantuan dari psikolog, terutama pada korban 

perkosaan (Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi Dan Korban ).  

Pemulihan psikis korban pasca terjadinya tindak pidana 

merupakan hal yang paling penting dalam sebuah penanganan kepada 

korban tindak pidana. Karena trauma akibat sebuah tindak pidana jika 

tidak ditanggulangi maka bisa berdampak buruk kepada korban 

sekalipun kasus yang menimpa korban sudah selesai. Untuk itu dalam 

hal ini peran pemerintah diharapkan maksimal dalam pemulihan psikis 

korban tindak pidana. 
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d. Hak untuk  mendapat perlakuan hormat dan simpatik dari aparat 

penegak hukum saat penyidikan. 

Selain mendapatkan perlindungan hukum, korban juga harus 

mendapatkan perlakuan yang simpatik dari pihak penyidik. Terkadang 

dalam memberikan laporan tindak pidana, pihak penyidik sering sekali 

memperlakukan korban dengan tidak simpatik sehingga menimbulkan 

stigma yang buruk dimata korban. 

e. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum 

yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di 

depan hukum (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang HAM. 

Dalam hal mengakomodir sebuah keadilan dimasyarakat, maka 

hak-hak diatas harus diperhatikan supaya masyarakat merasakan akan 

adanya keadilan tersebut. Terlebih lagi kepada korban tindak pidana, 

maka hak-hak diatas merupakan hak yang paling mutlak untuk 

dipenuhi oleh pihak penegak hukum supaya korban yang menjadi 

pihak yang paling dirugikan bisa merasakan keadilan yang sebenarnya.  

f. Hak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya 

baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan 

dari pengadilan (Pasal 10 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga). 

http://www.komnasham.go.id/instrumen-ham-nasional/uu-no-39-tahun-1999-tentang-ham
http://www.komnasham.go.id/instrumen-ham-nasional/uu-no-39-tahun-1999-tentang-ham
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Berbicara mengenai korban, maka sudah seharusnya semua 

elemen hukum yang ada di Indonesia ini ikut mendukung melalui 

peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian 

maka rasa keadilan dapat terakomodir kepada korban selaku pihak 

yang paling dirugikan dalam sebuah tindak pidana. 

g. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian dari tersangka dan negara 

(Pasal 1 ayat (4 dan 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan 

Bantuan Kepada Saksi Dan Korban). 

Sering kali kerugian yang dialami oleh korban terabaikan. 

Karena berdasarkan sistem peradilan di Indonesia, korban dan 

kepentingan korban hanya diwakilkan kepada pihak penuntut umum 

dipengadilan. Sementara itu, terkadang apa yang dituntutkan oleh 

pihak Jaksa belum tentu bisa mewakili kerugian yang sudah dialami 

oleh korban. Baik itu kerugian secara materil maupun kerugian secara 

immateril. Oleh sebab itu, berdasarkan undang-undang diatas maka 

dalam hal ganti rugi, korban berhak meminta ganti rugi kepada 

terdakwa ataupun negara. Dengan terpenuhinya kerugian yang dialami 

korban, setidaknya dapat memberikan rasa keadilan kepada korban. 

h. Hak untuk mengetahui transparansi penyidikan (Pasal 39 ayat (1) 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan 

Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia). 
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Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, 

penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta 

atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan. 

II. Informasi  

Berbicara mengenai informasi sering kita mengartikannya hanya dalam 

lingkup Teknologi saja. Akan tetapi pada era sekarang ini informasi memiliki 

pengertian yang sangat luas bukan hanya ada dalam teknologi akan tetapi 

dalam setiap sudut kehidupan sekarang ini informasi memegang peranan yang 

sangat penting. Sama halnya dalam tingkat penyidikan, informasi juga 

memegang peranan yang sangat penting. Yaitu dalam hal penyampaian 

informasi perkembangan kasus yang diberikan oleh penyidik kepada korban 

maupun kepada tersangka atau keluarganya. Penyampaian informasi mengenai 

perkembangan kasus kepada korban atau tersangka merupakan salah satu 

amanat undang-undang untuk mewujudkan sistem penyidikan yang 

transparansi terhadap semua pihak yang terkait. 

Secara Etimologi, kata informasi berasal dari kata bahasa Perancis kuno 

yaitu “informacion" (tahun 1387) mengambil istilah dari bahasa Latin yaitu 

“informationem” yang berarti “konsep, ide atau garis besar,”. Informasi ini 

merupakan kata benda dari informare yang berarti aktivitas - aktifitas dalam 

“pengetahuan yang dikomunikasikan”.  

Informasi bisa menjadi fungsi penting  dalam membantu mengurangi 

rasa cemas pada seseorang.  

Menurut pendapat Notoatmodjo bahwa :  
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“Semakin banyak memiliki informasi dapat mempengaruhi atau 

menambah pengetahuan terhadap seseorang dan dengan 

pengetahuan tersebut bisa menimbulkan kesadaran yang 

akhirnya seseorang itu akan berperilaku sesuai dengan 

pengetahuan yang dimilikinya”. 
42

 

 

Informasi bisa di katakan sebagai pengetahuan yang didapatkan dari 

pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Namun, istilah ini memiliki banyak 

arti bergantung pada konteksnya, dan secara umum berhubungan erat dengan 

konsep seperti arti, pengetahuan, persepsi, kebenaran, representasi, 

negentropy, stimulus, komunikasi, dan rangsangan mental. 

Menurut KBBI Informasi adalah : in-for-ma-si yang berarti  

1. Penerangan;  

2. Pemberitahuan; kabar atau berita tentang sesuatu;  

3. Ling keseluruhan makna yang menunjang amanat yg terlihat dalam 

bagian-bagian amanat itu; 

1. Pengertian Informasi Menurut Para Ahli  

a. Burch & Strater mengemukakan bahwa informasi merupakan proses 

pengumpulan atau pengolahan data untuk memberikan sebuah 

pengetahuan atau keterangan.  

b. George R. Terry menjelaskan informasi sebagai data yang terpenting 

untuk memberikan pengetahuan yang bermanfaat.  

c. Jogianto, dalam bukunya yang berjudul Analisis dan Desain Sistem 

Informasi, mengemukakan informasi sebagai data yang diolah menjadi 

sebuah bentuk yang lebih bermanfaat bagi yang menerima informasi.  

                                                           
55)

Notoatmodjo Soekidjo, Metodologi Penelitian Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 35 
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d. Lani Sidharta mendefinisikan informasi sebagai data yang diberikan 

dalam bentuk yang lebih berguna untuk membuat sebuah keputusan.  

e. Menurut Anton M. Meliono, informasi merupakan suatu data yang 

sudah diproses untuk tujuan tertentu. Dimana tujuannya ialah agar 

menghasilkan suatu keputusan.  

f. Menurut George H. Bodnar informasi merupakan data yang diolah 

sedemikian rupa, sehingga bisa dijadikan dasar dalam mengambil 

sebuah keputusan yang tepat dan benar.  

g. Menurut Gordon B. Davis, informasi yakni suatu data yang sudah 

dikerucutkan menjadi sebuah bentuk yang sangat berarti bagi si 

penerima informasi dan berguna dalam pengambilan keputusan.   

h. Menurut Jogiyanto HM., menyatakan informasi sebagai hasil dari 

pengolahan data kedalam bentuk yang lebih bermakna dan bermanfaat 

bagi penerimanya dan menggambarkan suatu peristiwa – kejadian 

(event) yang real (fact) yang digunakan untuk mengambil keputusan.   

i. Raymond Mc.leod menjelaskan informasi sebagai data yang diolah 

menjadi bentuk yang memiliki arti penting bagi penerimanya dan 

berguna untuk pengambilan keputusan, baik saat itu juga maupun masa 

yang akan datang.
43

 

Berdasarkan Pengertian informasi menurut para ahli yang telah 

disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa informasi adalah sekumpulan 

fakta-fakta yang telah diolah menjadi bentuk data, sehingga dapat menjadi 

                                                           
56)

www.wikipedia.com diunduh tanggal 20 April 2016 pukul 21.00 wib 
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lebih berguna dan dapat digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan 

data-data tersebut sebagai pengetahuan ataupun dapat digunakan dalam 

pengambilan keputusan. Maka berdasarkan Pasal 1 ayat (1 dan 2) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik dijelaskan bahwa : 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda 

yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun 

penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan 

dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun 

nonelektronik.  

2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, 

dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan 

dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau 

penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai 

dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan 

kepentingan publik. 

Informasi bisa dikatakan sebagai pengetahuan yang didapatkan 

dari belajar, pengalaman atau instruksi. Namun, istilah ini masih 

memiliki banyak arti tergantung pada konteksnya. Dalam beberapa 

pengetahuan tentang suatu peristiwa tertentu yang telah dikumpulkan 

ataupun dari sebuah berita dapat juga dikatakan sebagai informasi. 
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Sumber informasi adalah data. Data itu berupa fakta kenyataan yang 

menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Yang 

kemudian data tersebut diolah melalui suatu metode untuk 

menghasilkan informasi, kemudian penerima menerima informasi 

tersebut, membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan, yang 

kemudian menghasilkan suatu tindakan yang lain yang akan 

menimbulkan sejumlah data kembali. 

2. Jenis-Jenis Informasi  

a. Informasi berdasarkan fungsi dan kegunaan,  adalah informasi 

berdasarkan materi dan kegunaan informasi. Informasi jenis ini antara 

lain adalah : 

1) Informasi yang menambah pengetahuan, misalnya: peristiwa-

peristiwa, pendidikan, kegiatan selebritis. 

2) Informasi yang mengajari pembaca (informasi edukatif), misalnya 

makalah yang berisi tentang cara berternak itik, artikel tentang cara 

membina persahabatan, dan lain-lain.  

3) Informasi berdasarkan format penyajian, yaitu informasi yang 

dibedakan berdasarkan bentuk penyajian informasinya. Misalnya: 

informasi dalam bentuk tulisan (berita, artikel, esai, resensi, kolom, 

tajuk rencana, dll), 

b. Informasi berdasarkan format penyajian, adalah informasi yang 

berdasarkan bentuk penyajian. Informasi jenis ini, antara lain berupa 

tulisan teks, karikatur, foto, ataupun lukisan abstrak.  
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c. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa, adalah informasi berdasarkan 

lokasi peristiwa berlangsung, yaitu informasi dari dalam negeri dan 

informasi dari luar negeri.  

d. Informasi berdasarkan bidang kehidupan adalah informasi berdasarkan 

bidang-bidang kehidupan yang ada, misalnya pendidikan, olahraga, 

musik, sastra, budaya, dan iptek.  

e. Berdasar penyampaian: 

1) Informasi yang disediakan secara berkala 

2) Informasi yang disediakan secara tiba-tiba 

3) Informasi yang disediakan setiap saat 

4) Informasi yang dikecualikan 

5) Informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan 

3. Ciri-Ciri Informasi yang berkualitas, yaitu:  

a. Informasi harus Relevan, yang artinya informasi tersebut mempunyai 

manfaat oleh pemakainya.  

b. Informasi harus Akurat, yang artinya informasi harus bebas dari 

kesalahan-kesalahan dan harus jelas mencerminkan maksudnya. 

c. Tepat pada waktunya, yang artinya informasi yang diterima tidak boleh 

terlambat. 

d. Konsisten, yang artinya informasi yang diterima sesuai dengan datanya 

tidak mengalami perubahan yang tidak benar. 

4. Fungsi Informasi 

a. Meningkatkan pengetahuan atau kemampuan pengguna, 
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b. Mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan, 

c. Menggambarkan keadaan sesuatu hal atau peristiwa yang terjadi.
44
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